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RINGKASAN DAN SUMMARY

Lingkungan sosial budaya masyarakat nelayan ada
pengaruhnya terhadap pengelolaan sumber daya perikanan laut,
seperti upacara adat dan sedekah laut sehingga hal tersebut
menurut masyarakat perlu dipertahankan.

Faktor-faktor sosial budaya masyarakat nelayan vang
berpengaruh terhadap pelestarian kemampuan sumber daya
perikanan laut antara lain adalah sikap menyatu dengan alam

atau pasrah, hal ini menyebabkan perkembangan sumber daya

perikanan seimbang dengan pemanfaatan perikanan oleh neklayan
yang sebagian hesar masih menggunakan alat tangkap tradisional
sedangkan apabila menggunakan alat tangkap modern dan sikap
ingin memanfaatkan sumber daya perikanan semaksimal mungkin,
hal ini mungkin akan menurunkan kemampuan sumber daya perikanan
yang ada.

Tindakan atau Kkebijakan Pemerintah Daerah yang
dibutuhkan oleh nelayandan petani kecil guna meningkatkan taraf
hidup mereka tanpa wmerusak kemampuan dan kelestarian sumber
daya perikanan dan sumber daya alam lainnya di wilayah pantai
adalah melalui izin usaha perikanan yang diberikan kepada para
pengusaha.

Langkah operasional Pemerintah Daerah untuk
meningkatkan taraf hidup dan kualitas sumber daya manusia dan
untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup serta
pemahaman nelayan dalam bidang usahanya adalah dilakukan dengan
penyuluhan-penyuluhan melalui tenaga lapangan yang ada (PPL
Perikanan).

Di samping hal tersebut juga para nelayan disarankan
untuk masuk menjadi anggota Koperasi Unit Desa Perikanan.
Keuntungannya adalah demi kelancaran pemasaran dan stabilnya
harga serta yang tak kalah pentingnya adalah para nelayan dapat
menikmati SHU (sisa hasil usaha) dalam bentuk uang yaitu pada
masanelayan dalam keadaan Paceklik.
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PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT NELAYAN
TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT

DI EKABUPATEN DATI II BATANG

BAB I

PENDAHULUAN .

A. LATAR BELAKANG,

Pembangunan pada hakekatnya adalah membangunwggﬂﬁgfé
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Hal
ini berarti pembangunan mencakup kemajuan lahiriah seperti,
pangan, sandang, papan atau perumahan dan kemajuan batiniah
seperti, pendidikan, rasa aman, rasa keadilan dan sebagainya.

Pada masa pembangunan dewasa ini masalah-masalah yang
berkaitan dengan lingkungan hidup memdapat perhatian yang
serius. Masalah ledakan penduduk, meningkatnya jumlah kaum
miskin di Kkota besar akibat urbanisasi, pembangunan industri
yang tidak memperhatikan lingkungan perlu segera mendapat
pemecahan.

Di dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 Undang-undang
No.4 tahun 1982 (LNRI No.l12 tahun 1982,TLN RI No.3215% tahun
1982) tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup disebutkan':

" Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di
dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruyhi
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup lainnya".



Selain hal tersebyt, dalam ketentuan umum Pasal 1 butir
5 UU no.4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan diberikan batasan mengenai unsur
Lingkungan Hidup yang berupa sumber daya , yang terdiri dari
Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alan
Non Hayati, dan Sumber Daya Binaan. Dengan demikian sesuai
dengan Penjelasan UU No.4 tahun 1982, Lingkungan Hidup 4di sini
merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati,
lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan
sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Sehubungan dengan hal itu, wmaka Kkegiatan pembangunan
pada dasarnya merupakan peningkatan taraf hidup manusia dengan
jalan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang tersedia Qi sekitar
lingkungan hidupnya. Karena itu pembangunan pada hakekatnya
merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal balik
antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upaya
memanfaatkan Sumber Daya Alam bagi kepentingannya.

Salah satu sumber Daya Alam hayati yang dimanfaatkan
untuk kepentingén manusia adalah sumber daya perikanan laut.

Hal ini sesuali dengan wmwaksud Pasal 33 UUd 194% vyang

mengamanatkan agar pemanfaatan sumber daya perikanan diarahan

untuk sebesar4besar kemakmuran dan Kesejahteraan rakyat
indonesia. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya perikanan
tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh warga
negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam

bentuk badan hukum, dan harus dapat dinikmati secara merata,



baik oleh produsen maupun konsumen. Pemerataan pemanfaatan
sumber daya perikanan hendaknya juga terwujud dalam
perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti
nelayan dan petani ikan kecil agar tidak terdesak oleh kegiatan
usaha yang lebih kuat., 0leh karena itu dalam rangka
pengembangan usahanya perlu didorong ke arah kerjasama dalam
wadah koperasi. Di samping itu diharapkan pula adanya kerjasama
antara perusahaan. perikanan yang kuat dengan nelayan/petani
ikan kecil dengan dasar saling menguntungkan, misalnya dalam
bentuk Perusahaan Inti Rakyat (PIR).

Walupun sumber daya perikanan khususnya sumber daya
perikanan laut dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam menanfaatkan
sumber daya perikanan laut tersebut harus senantiasa menjaga
kelestariannya. Ini berarti bahwa pengusahaan sumber daya
perikanan laut harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga
diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan
lestari. Dengan kata lain pemanfaatan sumber daya perikanan
laut harus dilakukan secara rasional. Salah satu cara untuk
menjaga kelestarian sumber daya perikanan dilakukan dengan
pengendalian usaha perikanan melalui perijinan. Penerapan
perijinan tersebut ditujukan bagi perusahaan perikanan,
sedangkan bagi helayan dan petani ikan kecil dibebaskan dari
kKewajiban untuk memiliki ijin. akan tetapi wuntuk Keperluan
pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan

laut tetap diperlukan pencatatan terhadap usahanya.



Perijinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian
sumber daya perikanan laut juga berfungsi untuk membina usaha
perikanan dan memberikan kepastian usaha perikanan.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bidang
Ekonomi nonor 1 tentang Pertanian huruf a. disebutkan bahwa :

" Pembangunan pertanian yang mencakup ..... , perikanan, .
..... diarahkan pada perkembangan pertanian maiju,
efisien dan tangguh. Pembangunan pertanian bertuijuan
untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan
pendapatan dan taraf hidup..... nelayan, memperluas
lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang
pembangunan industri serta mnmeningkatkan ekspor. Untuk
itu perlu dilanjutkan dan ditingkatkan usaha-usaha
diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi serta
rehabilitasi yang harus dilaksanakan secara terpadu,
serasi dan merata disesuaikan dengan kondisl tanah, air
dan iklim, dengan tetap memelihara kelestarian kemampuan
sumber alam dan lingkungan hidup serta memperhatikan
pola kehidupan masyarakat setempat. Dalam rangka
pembangunan pertanian perlu ditingkatkan pula kemampuan
pengusahaan dan pengelolaan serta penerapan teknologi
yang tepat pada usaha-usaha pertanian."

Sedangkan dalam huruf d. disebutkan bahwa :

L., Perhatian khusus perlu diberikan kepada usaha
perlindungan dan pengembangan perikanan rakyat dalan
rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan
serta memajukan desa-desa pantai....."

Karenanya suatu kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang
pengelolaan perikanan, baik yang berfisat nasional maupun lokal
mencakup suatu tindakan pemerintah yang berwenang, sebagaimana
tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Bab IIT

tentang Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, huruf B tentang
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Arah Pembangunan Jangka Panjang :

(1) " Pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka

pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pen-~
bangunan seluruhnya Masyarakat Indonesia.
Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya
mengejar kemajuan lahiriah, seperti pangan,
sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya, atau
kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman,
bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggungjawab,
rasa keadilan dan sebagainya, melainkan Kkese-
larasan , Kkeserasian dan keseiwbangan antara
keduanya.....".

Dalam hal ini kriteria dari tindakan pemerintah tersebut
ialah :

Pertama, merupakan tindakan yang disengaja (deliberate).
Suatu tindakan vang dengan sengaja diambil untuk membentuk
suatu tindakan dimasa depan. Ini mencakup suatu sikap untuk
meninggalkan pola-pola yang sudah ada dan keberanian untuk
mencoba cara-cara baru.

Kedua, tindakan terseput didasarkan atas suatu peren-
canaan,sehingga suatu perubahan yang diinginkan dimasa depan
dapat diramalkan dengan tepat.

Ketiga, diperlukan suatu peraturan perundang-undangan
untuk melaksanakan tindakan tersebut.

salah satu kebijaksanaan pemerintah dibidang perikanan
adalah mengatasi masalah pengaruh lingkungan sosial budaya
masyarakat nelayan terhadap pengelolaan sumber daya perikanan
laut di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Dati I1 Batang

pada Khususnya.



Lingkungan sosial budaya masyarakat nelayan vyang
berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya perikanan laut di
pantai utara Jawa Tengah salah satunya adalah tradisi
"Labuhan", Tradisi ini dilakukan dengan cara membuang ke lauyt
sesajl agar dalam mencari ikan selamat dan mendapat ikan banyak.

Tradisi ini dalam masa pembangunan vyang berwawasan
lingkungan apakah masih perlu dipertahankan ataukah tidak ? Hal
ini memerlukan suatu kajian yang mendalam sehingga tidak akan
menimbulkan dampak negatif pada kebijaksanaan Penmerintah Daerah
dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan laut yang
berwawasan lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut di tingkat nasional maupun
di tingkat lokal/daerah, keserasian Kkebijaksanaan penbangunan
akhirnya memerlukan pelembagaan hukum dalam bentuk peraturan
perundang-undangan, dalam hal ini di tingkat nasional tercakup
dalam Undang-~undang nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan (LN RI

Tahun 1985 Nomor 46, TLN nomor 3299).

B. RUMUSAN MASATLAH
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di
atas, permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Betulkah Lingkungan Sosial Budaya Masyarakat Nelayan ber-
pengaruh terﬁadap Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di
Kabupaten Dati IT Batang.

2. TFaktor-faktor sosial budaya apa sajakah dari masyarakat
nelayan vyang berpengaruh terhadap pelestarian kemampuan

sumber daya perikanan laut di Kabupaten Dati II Batang.
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3. Untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan petani ikan kec¢il

tanpa merusak Kkemampuan dan kelestarian sumber daya
perikanan dan sumber daya alam lainnya di wilayah pantai
tindakan atau kebijaksanaan apakah yang dibutuhkan oleh
mereka 7

'Langkah-langkah apakah yang diperlukan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesadaran
lingkungan nelayan dan petani ikan kecil ?

Bagaimanakah tata laksana pencatatan terhadap usaha nelayan
dan petani ikan kecil ?

Bagaimanakah pola pembinaan yang dilakukan aparat ?emarintah
Desa untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada perusahaan

perikanan, nelayan dan petani ikan kecil ?





